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Peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat sering terjadi, seperti peralihan hak atas tanah yang 
terjadi di Kecematan Reok Kabupaten Manggarai, dimana peralihan tanpa sertifikat itu terjadi 
karena adanya jual beli yang oleh masyarakat yang memiliki hak untuk tanah tersebut. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya tanah tak bersertifikat 
di kecematan Reok Kabupaten Manggarai NTT, dan Untuk mengetahui kekuatan hukum 
tanah tanpa sertifikat menurut hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini adalah 
penelitian Lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan Pengumpulan Informasi 
yang diperoleh langsung dari masyarakat, Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 
yuridis empiris yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 
dalam kenyataannya di masyarakat, Dan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan 
observasi untuk disimpulkan sebagaimana adanya, dan sumber lainnya yang berkaitan. Hasil 
dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi tanah tidak bersertifikat dikecamatan 
reok karena pengetahuan masyarakat yang kurang dan jauhnya kantor BPN dan PPAT, 
Kekuatan hukum tanah tanpa sertifikat tidak bisa menjamin tanah itu milik orang yang 
menempatinya, hukum islam yang penting akadnya. dan biaya yang kurang memadai. Untuk 
masyarakat agar melkukan pendaftaran tanah. Kepada PPAT Dan BPN, dan lainnya agar 
mensosialisasikan sertifikat tanah sebagai bukti kuat dan memberikan keringanan terkait 
biaya pembuatan Sertifikat.  
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Peralihan Hak Atas Tanah, Tanah Tanpa 
Sertifikat.  
Abstract 
Transfers of land rights without certificates often occur, such as the transfer of land rights 
that occurred in the Reok Sub-district of Manggarai Regency, where the transfer without a 
certificate occurred due to buying and selling by the people who have rights to the land. This 
study aims to determine the factors causing the large number of uncertified land in the district 
of Reok, Manggarai Regency, NTT, and to determine the legal strength of land without 
certificates according to positive law and Islamic law. This research is a field research 
conducted by collecting data and collecting information obtained directly from the 
community, the approach taken is an empirical juridical approach, namely by reviewing 
applicable legal provisions and what is happening in reality in the community, and a 
qualitative approach with interviews and observations to concluded as is, and other relevant 
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sources. The results of this study are the factors that affect uncertified land in the Reok sub-
district due to lack of community knowledge and the distance from the BPN and PPAT offices, 
the legal power of land without a certificate cannot guarantee that the land belongs to the 
person who occupies it, Islamic law is important in the contract and inadequate costs. For the 
community to do land registration. To PPAT and BPN, and others to socialize land 
certificates as strong evidence and provide relief regarding the cost of making certificates. 
Keywords: Islamic Law, Positive Law, Transfer of Land Rights, Land Without Certificates 
 
A. Pendahuluan  
Manusia berhak untuk berlaku baik kepada siapapun, baik itu pada sesama manusia 
ataupun dengan melalui pergaulan antara pribadi kepada masyarakat yang berlandas 
pada prinsip moral yang telah berlaku dalam kehidupan manusia.1 Setiap manusia yang 
bermuamalah diharuskan untuk menaati dan memperhatikan aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, manusia sudah diberikan kebebasan untuk 
menjalani kehidupannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.2  
Islam sebagai agama yang begitu sempurna yang memberikan aturan kepada kehidupan 
manusia sebagai bukti dari Kemuliaan penciptaannya yang tidak dapat dibandingkan 
dengan mahluk ciptaan Allah yang lain.3 Islam adalah agama yang bersifat universal 
yang bertujuan agar dapat memberikan landasan bagi hamba- hamba Allah Dan Mahluk-
mahluk ciptaan Allah AWT, sesuai dengan yang tertera dalam Qs. Ibrahim/14: 32 yang 
berbunyi: 
َرَج بِِه ِمنَ َض َوأَنأَزَل ِمَن السهَماِء َماًء فَأَخأ َرأ ُ الهِذي َخلََق السهَماَواِت َواْلأ قًا َّللاه الثهَمَراِت ِرزأ
َنأَهارَ 4 َر لَُكُماْلأ ِرِه ۖ َوَسخه ِر بِأَمأ ِرَي فِي الأبَحأ َر لَُكُم الأفُلأَك ِلتَجأ  لَُكمأ ۖ َوَسخه
Terjemahan:   
 
1 Nurhikmah, dan  Muhammad Jamal Jamil, Fungsi Novum Terhadap Sengketa Tanah Sebagai Dasar 
Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Jurnal, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 
PK/PDT/2018, h. 109 
2 Nurapriani Nurapriani, dan Ashabul Kahfi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah 
Dengan Pembayaran Sebelum Panen, Jurnal Iqtishaduna, No. 2 Vol. 2, 05 Agustus 2020. 
3 Neneng Hafidah, dan Rahman Syamsuddin, Problematika Sompa Tanah Pasca Perceraian Perspektif 
Kompilasi Hukum Islam di Desa Waji Kecematan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Jurnal Shautuna, No. 3 Vol.1 
september 2020.  
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, (Semarang: 
PT. Karya Toha Putra, t.t), h. 259 
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Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari 
langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan 
sebagai rezeki untukmu; dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar 
dilautan dengan kehendak-Nya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. 
Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan hak mengelola kepada 
manusia apa yang pada bumi untuk dapat mencari untuk mencapai hidup yang sejahtera 
didunia, dengan itu manusia memiliki hak penuh untuk mengelola yang namanya harta. 
Tanah yang  tidak diketahui kepemilikannya pada hukum Allah untuk menghidupkan 
yang telah ada. Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman bahwasannya Allah Maha 
Mengetahui siapa hambanya yang berhak mengelola dan memperoleh sebagian dari 
hartanya oleh karena itu Allah akan memberikan harta tersebut kepada yang berhak 
menerimanya.5  
Dalam hukum positif penjelasan tentang tanah telah diatur dalam pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Bumi air dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”. Tanah dikuasai 
negara yang mutlak dengan maksud yang memberikan keadilan dalam bidang tanah dan 
guna memberikan kesejahteraa bagi masyarakat dengan meningkatkan SDM.6 Hak atas 
lahan yang dilimpahkan Negara pada masyarakat tidak semata-mata dapat dikuasai oleh 
pemegang  untuk penggunaan lahan itu, menyalahgunakan  lahan tersebut diharapkan 
agarb pegalihan kepemilikan menjadi tanah terlantar. 7sertifikat menurut hukum positif 
tertuang dalam pasal 32 ayat (1 dan  2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa : 
1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data 
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah hak yang bersangkutan. 
2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama 
orang atau badan hukum yang memeperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 
 
5 Wahdaniah, dan  Muhammad Jamal Jamil, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta 
Melalui Hibah, Jurnal Qadaunah No. 1 Vol. 04 April 2020 
6 Republik Indinesia, Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor:IX/MPR/2001 Tentang pembaharuan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 4 (d).  
7 Harsono, Hukum Agraria;sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 
pelaksanaannya, cet ke-6, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 233 
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secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah 
itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun 
sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 
mengajukan gugatan kepengadilan terkait penguasaan tanah adanya penerbitan 
sertifikat.  
Pengurusan hak atas tanah itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemegang atau 
calon pemegang hak untuk memperoleh hak-haknya atas tanah sesuai hak-hak atas tanah 
yang diatur dalam UUPP.8 Dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang telah daftar akan 
dinamakan, yaitu salinan dari buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu 
bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 
Agraria.9 
Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli terhadap tanah-tanah yang sudah 
didaftarkan hak atas tanahnya atau yang sudah diterbitkan sertifikat hak atas tanah 
dikarenakan akan menimbulkan resiko hukum yang lebih kecil dibandingkan dengan 
jual beli hak atas tanah yang belum bersertifikat. Jual beli merupakan terjadinya suatu 
perjanjian timbal balik antara penjual yang berkewajiban untuk memberikan hak milik 
atas suatu benda kepada pembeli yang berkewajiban untuk membayar kepada pihak 
yang menjual sesuai perjanjian yang telah disepakati.10  Peralihan hak atas tanah yang 
dlakukan dengan cara jual beli dengan adanya akta dibawah tangan tidak akan bisa 
dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut kecuali 
adanya pembuatan akta perjanjian yang otentik dihadapan pejabat yang berwenang yaitu 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. 11  Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 sejak 
itu teah berlaku efektif, jula beli hak atas tanah yang diperoleh dari peralihan hak atas 
tanah yang belum terdaftar dan yang belum tertuang dalam akta yang outentik yang 
 
8 Republik Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, lembaran 
Negara tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 204. 
9 Maria S.W. dan Sumardjono, Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria, (Yogiakarta, Liberti, 
1892), h. 28. 
10 Nur Asmi, dan Ashar Sinilele, Keabsahan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Yang Dilakukan 
Didepan Kepala Desa, Alauddin Law Development Journal, No. 2, Vol.2, 2020 
11 Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 172 
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telah dibuatkn oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karena itu permohonan 
pendaftaran tanah akan ditolak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).12 
Sertifikat tanah adalah suatu alat bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang sah dan kuat 
selama data dalam sertifikat tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan 
buku tanah yang terdapat dikantor pertanahan. Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil 
akhir proses pendaftaran tanah berisi data fisik yaitu keterangan tentang letak, batas, 
luas bidang tanah, serta bagian bangunan yang ada diatasnya bila dianggap perlu dan 
data yuridis yaitu keterangan tentang status hak atas tanah dan hak penuh karena lain 
yang berbeda diatasnya.13 Jual beli hak atas tanah yang belum bersertifikat harus 
memenuhi persyaratan dari materil dan formil dalam proses peralihan hak atas tanah 
agar memberikan perlindungan hukum kepada pihak penjual dan pembeli.14Peralihan 
hak atas tanah tanpa sertifikat di indonesia sering terjadi, hal ini dapat dilihat dengan 
terjadinya peralihan hak atas tanah yang terjadi di Kecematan Reok Kabupaten 
Manggarai, dimana peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat itu terjadi karena adanya 
jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hak untuk tanah tersebut. Jual 
beli tanah yang dilakukan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya peralihan hak 
milik atas tanah dari penjual kepada pembeli, walaupum  transaksi jual beli tanah telah 
dilakukan, akan tetapi tidak secara otomatis bahwa  hak atas tanah tersebut beralih 
kepada pembeli dikarenakan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapannya guna 
untuk kepemilikan tanah tersebut dapat beralih.15  
Kebanyakan masyaraat di Kecematan Reok ini melakukan jual beli atau peralihan hak 
atas tanah tanpa menggunakan atau memanfaatkan sertifikat hak milik atas tanah, 
mereka melakukan jual beli tanah hanya melalui kelurahan atau kecematan saja, tanpa 
sampai kepada BPN, Dikarenakan mereka tidak memiliki sertifikat tanah dan mereka 
 
12 Andy Hartanto, Panduan Lengkap Hukum Praktis,Kepemilikan Tanah, (Surabaya: Laksbang Justitia, 
2015), h. 176.  
13  Republik Indnesia. Peraturan Pemerintahan tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah, Undang-
Undang No. 24 Tahun 1997.  
14 Urip Santoso, Sertifikat sebagai tanda bukti hak, Kencana Prenada Media Group,(Jakarta: 2012), h. 
44.  
15 Kiki Anggriyani,dan  Erlina Erlina, dan ST. Nurjannah, Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah 
Dan Bangunan Yang Di Bebani Hak Tanggungan, Jurnal Alauddin Law Development Journal No. 1 Vol. 05 
maret 2019.  
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tidak pernah mengangap bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah bukti kuat untuk 
mereka ketika menghadapi pembeli dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan faktor utama 
mengapa mereka menganggap bahwa jual beli atau peralihan hak atas tanah dapat 
dilakukan begitu saja dikarenakan pemahaman mereka yang kurang akan pentingnya 
sertifikat hak milik atas tanah yang dapat dijadikan bukti kuat untuk mereka, dan 
mengapa banyak tanah dikecematan reok ini yang tidak bersertifikat karena ada 
beberapa  masyarakat yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana 
prosedur atau tata cara untuk melakukan pendaftaran hak milik atas tanah atau untuk 
membuat sertifikat hak atas tanah. Selain pemahaman mereka yang kurang akan tetapi 
faktor lainnya yaitu kantor BPN dan PPAT itu sangat jauh dari kecematan Reok ini dan 
ada beberapa masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pendaftarn tanah 
dikarenakan biayanya yang tidak bisa mereka jangkau. Hal ini terjadi karena pihak BPN 
dan PPAT tidak pernah bersosialisasi langsung untuk memberikan wawasan atau 
pengetahuan kepada masyarakat bagaimana pentingnya Sertifikat hak milik atas tanah di 
mata hukum. Karena sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat yang bisa 
memberikan kekuatan hukum kepada pemilik hak atas tanah.  
B. Metode Penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (field research). Penelitian 
Lapangan dengan metodologi kualitatif16 yang dilakukan dengan mengumpulkan data 
dan Pengumpulan Informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat, dengan cara turun 
langsung kelapangan untuk melihat dengan jelas terkait Peralihan Hak Atas Tanah 
Tanpa Sertifikat. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris 
dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 
kenyataannya di masyarakat, atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 
nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan 
fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan jenis penelitian untuk mendapatkan 
data dan dan informasi yang relevan, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Reok, 
Kabupaten Manggarai NTT.  
 
16 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112 
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C. Hasil dan Pembahasan  
1. Faktor Banyaknya Tanah Tidak Bersertifikat Dikecamatan Reok Kabupaten 
Manggarai NTT.  
a. Pandangan narasumber terkait sertifikat  
Banyak masyarakat di kecamatan reok ini yang belum mengenal atau yang kurang 
memahami terkait pentingnya sertifikat tanah, dan ada beberapa masyarakat juga yang 
mengetahui apa itu sertifkat dikarenakan pengetahuan beberapa masyarakat cukup 
memadai. Seperti hasil wawancara antara penulis dan narasumber yang bernama Sanusi 
H. Ishaka, beliau mengatakan bahwa:   
“saya tidak begitu mengetahui apa itu sertifikat, yang saya ketahui untuk 
membuktikan tanah saya, saya cukup membayar pajak tiap bulannya, untuk 
membuktikan kalau tanah ini adalah tanah milik saya, dan tanah saya adalah 
tanah yang diwariskan oleh bapak saya, dan saya sudah cukup lama menepati 
tanah ini”17 
Sedangkan menurut narasumber lain yang bernama Bapak Tadu Ahmad, beliau 
mengatakan bahwa  : 
“Saya cukup tahu apa itu sertifikat, menurut saya sertifikat itu yang akan menjadi 
bukti bahwa saya adalah pemilik tanah ini, tetapi yang menguatkan saya untuk 
tidak membuat sertifikat yaitu karena saya merasa bahwa tanah saya bisa 
dibuktikan dengan saya menempati tanah ini cukup lama dan saya mendapatkan 
tanah ini dikarenakan dulu saya bersama bapak saya menebang tanah ini yang 
dulunya hutan, karena menurut orang terdahulu siapa yang rajin menebang hutan 
dia yang mendapatkan tanah itu, dan kebetulan tanah ini dulu langsung diberikan 
kepemilikan oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa yang pertama kali, dan 
yang memjadi keturunan dari Raja Bima.” 18 
Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya pengetahuan mereka belum cukup 
memadai sehingga tanah yang mereka tempati belum bersertifikat. Dikarenakan 
juga mereka menganggap bahwa tanah mereka bisa terbilang menjadi hak milik 
mereka yang sah apabila mereka selalu membayar Pajak tanah mereka. Dan 
ketika mereka ingin melakukan jual beli hak milik atas tanah mereka ketika 
mereka membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melanjutkan sekolah anak-
 
17 Sanusi, (68), Pemilik Tanah atau Pelaku Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat, Wawancara 23  
April 2021 
18 Tadu Ahmad (61), Pemilik Tanah atau Pelaku Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Serrtifikat, 
Wawancara,  26 April 2021 
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anak mereka, sampai mereka langsung saja menjual tanah hanya melalui pihak 
lurah saja tanpa sampai kepada Kantor Pertanahan, dikarenakan mereka tidak 
memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Dan selain itu ketika ada pembeli tanah 
yang sedikit khawatir dengan bukti kepemilikan hak tanah yang baru dibelinya, 
sehingga dia meminta bantuan kepada Pihak yang biasa menjadi Kuasa Hukum 
Dibawah tangan untuk membantu masyarakat guna mendaftarkan tanahnya di 
Kantor Pertanahan untuk dibuatkan sertifikat hak milik atas tanah, dengan 
sepengetahuan Pihak Camat.  
b. Faktor yang membuat narasumber tidak melakukan pendaftaran tanah untuk 
dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah di kecamatan reok 
Alasan dari Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga banyak 
masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran tanah atau banyak tanah yang 
tidak didaftarkan untuk dibuatkan sertifikat. Seperti hasil wawancara antara 
penulis dan narasumber atas nama Bapak Tadu Ahmad, beliau mengatakan 
bahwa : 
“Alasan saya kenapa tanah saya tidak  bersertifikat, dikarenakan saya kurang 
faham bagaiamana cara untuk membuat sertifikat tanah, dan saya tidak 
mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran akta tanah supaya saya 
memiliki sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah saya, dan buat saya 
hanya dengan bukti pajak saja saya sudah cukup tenang karena selama saya 
menempati tanah ini saya selalu membayar pajak.” 19 
Sedangkan ada narasumber lain yang memberikan  alasan mengapa mereka tidak 
melakukan pendaftaran hak milik atas tanah  untuk dibuatkan sertifikat yang 
dilakukan wawancara oleh penulis dengan narasumbernya adalah Bapak Abdul 
Hamid Hakim, beliau mengatakan bahwa : 
“ Saya tidak melakukan pendaftaran tanah karena saya tidak cukup biaya dan 
saya tidak punya pengetahuan untuk melakukan pendaftaran tanah supaya saya 
memilki sertifikat tanah-tanah saya. Dan saya melakukan jual beli tanpa adanya 
sertifikat karena buat saya akan butuh biaya yang banyak lagi kalau saya buatkan 
dulu sertifikat tanah baru saya jual tanah saya, karena saat saya menjual tanah 
 
19 Tadu Ahmad (61), Pemilik Tanah atau Pelaku Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Serrtifikat, 
Wawancara, 24 April 2021 
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saya, saya membutuhkan biaya untuk anak-anak saya. Dan saya juga tidak tahu 
dimana saya akan mendaftarkan tanah saya untuk dibuatkan sertifikat.”20 
Dengan berbagai alasan yang diberikan oleh para narasumber ketika penulis 
melakukan wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi mereka tidak mendaftarkan tanahnya untuk dibuatkan sertifikat, 
yang pertama dikarenakan biaya yang tidak cukup bagi mereka untuk  melakukan 
pendaftaran guna untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah mereka, dan 
yang kedua dikarenakan pengetahuan mereka tentang dimana mereka akan 
melakukan pendaftaran hak milik atas tanah untuk dibuatkan sertifikat mereka 
tidak mengetahuinya, karena menurut mereka, tanah-tanahnya itu sudah terbilang 
dapat menjadi hak milik mereka apa bila mereka memiliki bukti pajak selama 
mereka membayar sedari menempati tanah itu.  
c. Fungsi Sertifikat tanah sebagai alat bukti untuk kepemilikan tanah  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber terkait 
fungsi sertifikat sebagai alat bukti untuk kepemilikan dari tanah mereka, penulis 
medapatkan hasil dari wawancaranya yaitu dengan jawaban-jawaban dari narasumber 
yang di ambil. Salah satunya yaitu penulis melakukan wawancara dengan narasumber 
yang bernama Bapak Durhaman Hasan yang dimana beliau adalah pemilik tanah yang 
tidak bersertifikat tetapi cukup faham tentang sertifikat dan fungsi sertifikat sebagai alat 
bukti. Beliau mengatakan bahwa : 
“ Menurut saya sertifikat berfungsi untuk memberikan kepastian hukum ketika tanah 
saya disengketakan, karena saya tahu sertifikat merupakan alat bukti yang kuat untuk 
tanah saya, tetapi saya tidak mendaftarkannya karena saya tidak cukup biaya dan karena 
tanah ini sebelumnya tidak memiliki sertifikat tanah, pada saat saya membelinya.”21 
Sedangkan menurut Bapak Kuslana, beliau menggatakan bahwa: 
“ Menurut saya sertifikat sangat berfungsi untuk kepemilikan hak atas tanah yang 
sedang saya miliki sekarang, karena menurut saya sertifikat yaitu bukti yang kuat 
untuk menjadi bukti ketika tanah itu disengketakan, alasan mengapa saya tidak 
mendaftarkan tanah saya karena sebelumnya tanah ini juga belum bersertifikat, 
saya membeli tanah ini karena saya percaya kepada penjual tanah ini, karena 
beliau memberikan keyakinan kepada saya akan bukti pajak dan bukti bahwa dia 
sudah lama menempati tanah itu.”22 
 
20 Abdul Hamid Hakim ( 59), Pemilik Tanah atau Pelaku Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Serrtifikat, 
Wawancara, 24 April 2021 
 
21 Durhaman (  45 ), Pembeli Tanah yang tidak bersertifikat, Wawancara, 28 April 2021 
22 Kuslana (47), Pembeli Tanah (TNI AD), Wawancara, 05  Mei 2021 
Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam Dikecamatan Reok, Kabupaten 
Manggarai NTT  
 
Siti Nuryani, St. Nurjannah 
904 | QaḍāuNā Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa 
narasumber terkait fungsi sertifikat sebagai alat bukti, dapat disimpulkan bahwa 
ada juga masyarakat yang mengetahui bagaimana fungsi sertifikat yang 
sebenarnya, akan tetapi dikarenakan faktor keuangan dan faktor pengetahuan 
yang tidak memdai untuk mereka melakukan pendaftaran tanah sehingga 
mengakibatkan tanah mereka tidak bersertifikat. Walaupun berbeda dengan 
fungsi Sertifikat yang sebenarnya akan tetapi mereka cukup faham akan fungsi 
sertifikat, karena fungsi sertifikat yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan 
hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ) untuk 
menjadikan alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, dengan maksud bahwa selama 
tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwasannya tanah itu telah 
bersertifikat, dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan data fisik dan 
data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima dengan adanya datayang 
sesuai dan data yang benar.  
d. Alasan masyarakat sehingga melakukan peralihan hak milik atas tanah melalui 
jual beli hak milik atas tanah tanpa adanya sertifikat sebagai alat bukti hak milik 
atas tanah  
Ketika penulis melakukan wawancara dan tinjauan langsung ke lokasi 
wawancara, penulis banyak sekali menemukan bukti masyarakat yang tanahnya 
belum bersertifikat tapi sudah dilakukannya peralihan hak atas tanah melalui jual 
beli hak milik atas tanah tanpa adanya sertifikat, dan ketika penulis 
mewawancarai beberapa narasumber yang memiliki tanah yang tidak 
bersertifikat, dari situ penulis banyak mendapat jawaban atau menemukan alasan 
mengapa mereka melakukan peralihan hak atas tanah melalui jual beli hak milik 
atas tanah tanpa adanya sertifikat tanah. Untuk lebih jelasnya berikut hasil 
wawancara anatar penulis dengan narasumber yang beranama Bapak Abdul 
Hamid Hakim, beliau mengatakan bahwa : 
“Alasan saya kenapa saya melakukan jual beli tapi tanah saya yang belum 
bersertifikat itu karena disaat saya melakukan jual beli saat itu saya sangat 
membutuhkan uang yang cukup besar dan saya tidak punya harta yang lain yang 
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bisa dijual kecuali tanah, karena itu saya memberanikan diri untuk  menjual tanah 
walaupun tanah saya belum punya sertifikat.”23 
Alasan mereka mengapa mereka melakukan peralihan disaat tanah mereka belum 
bersertifikat, itu dikarenakan mereka membutuhkan biaya untuk melanjutkan 
pendidikan anak mereka dan dikarenakan biaya pengobatan untuk keluarga 
mereka. 
e. Pengetahuan masyarakat terkait keberadaan Kantor Badan Pertanahan Nasional 
(BPN), atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang memiliki peran penting 
dalam hal pembuatan sertifikat dan Akta peralihan tanah atau jual beli hak milik 
atas tanah.  
Pengetahuan masyarakat akan keberadaan Kantor Badan Pertanahan Nasional, 
dan Pejabat pembuat akta tanah yang memiliki wewenang dalam hal pembuatan 
sertifikat dan akta jual beli hak milik atas tanah sangat minim atau sangat kurang, 
sebagaimana yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 
salah satu narasumber terkait keberadaan kantor BPN dan PPAT dan bagaimana 
kinerjanya. Untuk itu penulis langsung terjun dan melakukan wawancara kepada 
salah satu narasumber yang  dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang di 
lontarkan oleh penulis, adapun narasumbernya yaitu Bapak Sanusi H.Ishaka 
beliau mengatakan bahwa: 
“Saya tidak tahu apa itu BPN atau PPAT tetapi yang saya tahu hanya Kantor 
Pertanahan, dan saya tidak tahu bagaimana tugasnya itu karena memang 
pengetahuan saya kurang soal itu, dan saya baru dengar itu BPN dan PPAT, dan 
sebelumnya saja belum ada yang menyinggung soal BPN dan PPAT, jadi saya 
tidak tahu apa yang dimaksud dengan BPN dan PPAT.”24 
Penulis mendapatkan jawaban dan penulis mengetahui ada juga masyarakat yang 
mengetahui dan ada juga masyarakat yang pengetahuannya kurang. 
2. Kekuatan Hukum Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Positif Dan 
Hukum Islam  
a. kekuatan hukum tanah tanpa sertifikat menurut Hukum positif 
 
23 Abdul Hamid Hakim ( 59), Pemilik Tanah atau Pelaku Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Serrtifikat, 
Wawancara, 24 April 2021 
24 Sanusi H. Isaka, (68), Pemilik Tanah atau Pelaku Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat, 
Wawancara 23 April 2021 
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Kekuatan hukum tanah  tanpa sertifikat tidak bisa menjamin bahwasannya tanah 
itu adalah tanah milik orang yang menempatinya walaupun sertifikat hanya 
sebagai alat bukti yang kuat tetapi bukan sebagai alat bukti yang mutlak, selain 
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sertifikat juga bisa 
mencegah adanya sengketa tanah yang sering terjadi di kecamatan reok ini, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang narasumber yang memberikan 
keterangan bahwasannya,  
“sering sekali sengketa tanah disini terjadi dikarenakan banyak pemilik tanah 
yang tanahnya tidak bersertifikat, sehingga ketika mereka ingin membuktikan 
tanah itu milik mereka mereka membawa masalah sengketa tanah ini sampai 
kepada kecamatan saja, dengan itu kami memakai cara membuktikan tanah itu 
milik siapa dengan dibuktikannya adanya pembayaran pajak selama mereka 
menempati tanah itu, disitu kami bisa mengambil kesimpulan bahwa yang 
memiliki sertifikat adalah pemilik tanah tersebut, akan tetapi kami memberi saran 
jika tidak ingin hal ini terjadi kembali maka kami minta kepada pemilik tanah 
yang sebenarnya untuk melakukan pendaftaran tanah, agar menghindari masalah 
yang sama.”25 
Dengan itu tanah bisa saja menjadi hak milik walaupun tidak memiliki sertifikat, 
akan tetapi tanah tersebut tidak menjamin akan kepastian hukum. Karena dengan 
adanya sertifikat saja tanah itu masih bisa disengketakan apalagi jika tidak 
memiki sertifikat.  
b. Kekuatan Hukum Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam 
Tanah dalam pandangan Hukum Islam merupakan hukum yang membahas 
tentang hukum-hukum tanah dengan kaitannyadengan hak kepemilikan, 
pendistribusian tanah, dan pengelolaan tanah. Menurut salah seorang narasumber 
yang beranama Bapak Rita Udin, ketika penulis memberikan pertanya terkait jual 
beli tanah tanpa sertifikat menurut hukum islam, beliau mengatakan bahwa: 
“Kalau dilihat dari hukum islam, hukum islam hanya menegaskan bahwa ketika 
melakukan jual beli dianjurkannya untuk dilakukannya akad jual beli, dengan itu 
jual beli bisa sah menurut hukum islam.”26  
Di dalam hukum islam cara untuk mendapatkan hak milik atas tanah yaitu 
dengan cara jual beli hak milk atas tanah atau peralihan hak atas tanah. Tanah 
merupakan suatu objek yang tidak dapat bergerak, dikarenakan itu dalam proses 
 
25 Ester Senem (57), Sekretaris Camat (KASI/KESSOS), Wawancara, 04  Mei  2021 
26 Rita Udin (47), Lurah/ASN,Wawancara, 29 April 2021 
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jual beli hak milik atas tanah itu diberlakukan hukum jual beli barang. Dalam 
melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah ini dapat dilakukan secara 
sederhana oleh masyarakat yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli.  
 
D. Penutup 
Faktor Banyaknya Tanah Tidak Bersertifikat Dikecamatan Reok Kabupaten Manggarai 
NTT dikarenakan biaya yang tidak cukup bagi mereka untuk  melakukan pendaftaran 
guna untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah mereka, dan yang kedua 
dikarenakan pengetahuan mereka tentang dimana mereka akan melakukan pendaftaran 
hak milik atas tanah untuk dibuatkan sertifikat mereka tidak mengetahuinya, karena 
menurut mereka, tanah-tanahnya itu sudah terbilang dapat menjadi hak milik mereka apa 
bila mereka memiliki bukti pajak selama mereka membayar sedari menempati tanah itu. 
Kekuatan hukum tanah tanpa sertifikat tidak bisa menjamin  tanah itu milik orang yang 
menempatinya, hukum islam yang penting akadnya. dan biaya yang kurang memadai. 
Untuk masyarakat yang tidak memilki biaya untuk melakukan pendaftaran tanah 
diharapkan jangan melakukan jual beli karena belum adanya kepastian hukum terhadap 
tanah terebut.  Kepada PPAT Dan BPN serta Camat dan Kepala Desa/Lurah agar 
mensosialisasikan terkait sertifikat tanah yang menjadi bukti kuat ketika tanah masyarakat 
itu disengketa, dan memberikan keringanan biaya untuk melakukan pendaftran pembuatan 
Sertifikat tanah 
 
Daftar Pustaka  
Buku 
Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995 
Hartanto, Andy.  Panduan Lengkap Hukum Praktis,Kepemilikan Tanah.  Surabaya: Laksbang 
Justitia, 2015 . 
Harsono. Hukum Agraria;sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 
pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 1995. 
Santoso, Urip. Sertifikat sebagai tanda bukti hak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2012.  
Moeleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.  
Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam Dikecamatan Reok, Kabupaten 
Manggarai NTT  
 
Siti Nuryani, St. Nurjannah 
908 | QaḍāuNā Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021.  
Jurnal 
Nurhikmah, dan Muhammad Jamal Jamil. “Fungsi Novum Terhadap Sengketa Tanah Sebagai 
Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali”. Jurnal, Studi Kasus 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 (PK/PDT/2018). Hlm 109 
Nurapriani, Nurapriani dan Ashabul Kahfi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 
Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”. Jurnal Iqtishaduna Volumen 2 
Nomor 2  (05 Agustus 2020).  
Hafidah, Neneng dan Rahman Syamsuddin. “Problematika Sompa Tanah Pasca Perceraian 
Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Waji Kecematan Tellu Siattinge 
Kabupaten Bone”.  Jurnal Shautuna Volume 1 Nomor 3 (1 September 2020)  
Wahdaniah, dan Muhammad Jamal Jamil. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan 
Hak Cipta Melalui Hibah”. Jurnal Qadaunah Voume 4 Nomor 1 (04 April 2020).  
Asmi, Nur dan Ashar Sinilele. “Keabsahan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Yang Dilakukan 
Didepan Kepala Desa.” Alauddin Law Development Journal Volume 2, Nomor 2, 
(05 April 2020). 
Anggriyani, Kiki Dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Di 
Bebani Hak Tanggungan”.  Jurnal Alauddin Law Development Journal Volume 5 
Nomor 1. (05 maret 2019). 
Peraturan Perundang-undangan 
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor  24 Tahun 1997 tentang Peraturan 
Pemerintahan tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah. 
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor  IX Tahun 2001 tentang pembaharuan Dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam. 
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor  05 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 
Agraria.  
 
 
 
